
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1486, 2017 BPKP. Lembaga Diklat Terakreditasi.  

 

PERATURAN 

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

NOMOR 14 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PEMBENTUKAN AUDITOR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

ditetapkan sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan 

dan Pelatihan Teknis dan Fungsional berdasarkan 

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

488/K.1/PDP.10.4 Tahun 2015; 

b. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu, efektivitas, dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

fungsional pembentukan auditor yang diselenggarakan 

oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, 

dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan 

akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan dan 

pelatihan fungsional pembentukan auditor;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan tentang Pedoman Akreditasi Lembaga 

Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 

Pembentukan Auditor; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 400); 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan 

Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional 

Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A); 

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 
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7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga 

Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114); 

8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan; 

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang 

Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-

1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan 

Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1312); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN AKREDITASI 

LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

FUNGSIONAL PEMBENTUKAN AUDITOR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang 

selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit 

organisasi penyelenggara fungsi Pendidikan dan 

Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara, baik yang sifatnya 

berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit 
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organisasi pada Instansi Pemerintah. 

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

3. Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan 

Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat 

Fungsional Pembentukan Auditor yang ditetapkan dalam 

Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi 

Pengakreditasi Diklat. 

4. Diklat Fungsional Pembentukan Auditor yang 

selanjutnya disebut Diklat adalah diklat yang diikuti oleh 

calon auditor dalam rangka sertifikasi untuk memenuhi 

kompetensi minimal untuk diangkat dalam Jabatan 

Fungsional Auditor, yang terdiri dari Diklat Pembentukan 

Auditor Terampil dan Diklat Pembentukan Auditor Ahli. 

5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang 

selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat 

pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Presiden dan merupakan 

instansi pembina jabatan fungsional auditor. 

6. Instansi Pengakreditasi Diklat Fungsional Pembentukan 

Auditor yang selanjutnya disebut Instansi Pengakreditasi 

Diklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Pengawasan BPKP yang secara fungsional bertanggung 

jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan 

serta akreditasi Lembaga Diklat. 

7. Lembaga Diklat Terakreditasi Penyelenggara Diklat 

Fungsional Pembentukan Auditor yang selanjutnya 

disebut Lembaga Diklat Terakreditasi adalah satuan unit 

organisasi penyelenggara Diklat baik yang berdiri sendiri 

(mandiri) maupun bagian dari satuan unit organisasi 

(tidak mandiri), yang mendapatkan pengakuan tertulis 

dari Instansi Pengakreditasi Diklat untuk 

menyelenggarakan Diklat Fungsional Pembentukan 

Auditor. 
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8. Unsur Organisasi Lembaga Diklat adalah kapasitas 

sumber daya Lembaga Diklat pada Lembaga Diklat yang 

dipergunakan dalam menyelenggarakan Diklat 

Fungsional Pembentukan Auditor. 

9. Unsur Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat 

adalah proses pengelolaan sumber daya Lembaga Diklat 

dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional 

Pembentukan Auditor. 

10. Pengelola Lembaga Diklat adalah ASN yang bertugas 

pada Lembaga Diklat yang secara fungsional 

merencanakan, melaksanakan, mengawasi, 

mengendalikan, dan mengevaluasi program Diklat. 

11. Penyelenggara Diklat adalah ASN yang bertugas pada 

Lembaga Diklat yang secara fungsional melaksanakan 

dan mendukung administratif Diklat Fungsional 

Pembentukan Auditor. 

12. Fasilitas Diklat adalah alat kelengkapan yang berupa 

sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang 

penyelenggaraan Diklat. 

13. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang 

dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 

14. Tenaga Pengajar adalah ASN/Akademisi/Praktisi/ 

Instruktur yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih 

Pegawai Negeri Sipil pada Diklat Fungsional 

Pembentukan Auditor, yang dapat berasal dari unsur 

Widyaiswara (Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi 

Pejabat Fungsional Widyaiswara), unsur praktisi (tenaga 

profesional Non Pegawai Negeri Sipil), dosen (tenaga 

pengajar dari universitas) maupun instruktur (Pejabat 

Fungsional Auditor maupun Pejabat Struktural di 

Instansi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang 

telah mendapatkan Training of Trainer Diklat Fungsional 

Pembentukan Auditor. 
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